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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana gaya penulisan yang
diterapkan dalam paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain pada Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penelitian ini menggunakan sampel LHP BPK yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara. Data sampel diperoleh melalui permintaan dokumen melaui
Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Analisis
data menggunakan rumus perhitungan jumlah karakter (length) pada aplikasi
Microsoft Excel dan Gunning Fog Index, yaitu Flesch Reading Ease Test
(Readablility). Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat penyajian informasi oleh
Pemeriksa khususnya paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI yang menggunakan
kalimat panjang dan tingkat keterbacaan dengan level rendah (college graduate level).
Namun tentu saja terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dimana gaya penulisan
Pemeriksa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait

dengan model penelitian ini.

Kata Kunci: Penekanan Suatu Hal; Paragraf Hal Lain, LHP; BPK RI
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan
salah satu tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor (UU) 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor
15 Tahun 2006 tentang BPK. Hasil pemeriksaan LKPD dituangkan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai output dari proses pemeriksaan yang
berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

LHP merupakan dokumen resmi yang berfungsi untuk:

1. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;

3. membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan
perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan

4. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh
tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017)

Salah satu elemen penting dan terbaru dalam LHP BPK adalah penulisan
paragraf yang menekankan suatu hal (penekanan suatu hal/PSH) dan paragraf
yang menyoroti hal lain (paragraf hal lain/PHL). Paragraf PSH dan PHL
merupakan bentuk komunikasi tambahan dari pemeriksa BPK yang disajikan
dalam LHP dan ditempatkan setelah pernyataan opini BPK atas laporan
keuangan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penerapan penyajian paragraf PSH dan PHL ini merupakan adaptasi yang
dilakukan BPK atas pemberlakuan ISSAI 1706 dan SA 706. SA 706 ini mengatur
tentang komunikasi tambahan dalam LHP ketika Pemeriksa menganggap perlu
untuk:

1. menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa
hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang
sedemikian penting bahwa hal atau hal-hal tersebut adalah fundamental bagi

pemahaman pengguna laporan keuangan; atau
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2. menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa
hal selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang
relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas pemeriksaan,
tanggung jawab Pemeriksa, atau LHP.

(Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2021)

Berdasarkan Penjelasan Umum SPKN, BPK harus membuat laporan
pemeriksaan yang profesional, dimana untuk mewujudkan hal tersebut
memerlukan gaya penulisan dan bahasa laporan yang baik dan benar sesuai
dengan kaidah Bahasa Indonesia. Gaya penulisan dalam LHP ini memainkan
peran penting dalam menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, sesuai dengan
karakteristik LHP yang dinyatakan dalam SPKN.

LHP yang jelas diartikan sebagai laporan yang mudah dibaca dan dipahami,
ditulis dengan bahasa yang tidak menimbulkan ambigu dan interpretasi,
sederhana, dan sedapat mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis.
Sedangkan, LHP yang ringkas dimaknai dengan penyajian informasi dalam LHP
yang menghindari penyajian informasi yang tidak berlebihan, tidak perlu, dan
tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. (Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, 2017)

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu bagaimana gaya
penulisan yang diterapkan dalam paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. BPK telah mengatur penerapan penulisan
paragraf PSH dan PHL berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/1-XI111.2/3/2016
tentang Buku Panduan Pemeriksaan LKPD pada tanggal 9 Mei 2016 dan
dimutakhirkan dengan diterbitkannya Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-
XI111.2/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPD pada tanggal 5 Januari
2021.

Sejak penerapan penulisan paragraf PSH dan PHL ini, penelitian yang
dilakukan terkait dengan penulisan paragraf PSH dan PHL di BPK belum pernah
dilakukan, khususnya terkait dengan gaya penulisan dalam penyajian paragraf
PSH dan PHL.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya penulisan pada
paragraf PSH dan PHL dalam LHP BPK RI, khusunya LHP yang diterbitkan oleh

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
D. Signifikansi Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi. Secara akademis, penelitian ini
memberikan kontribusi kepada akademik terkait analisis linguistik/gaya
penulisan dalam LHP, serta memperkaya pemahaman tentang peranan gaya
penulisan dalam komunikasi pemeriksaan, khususnya hasil pemeriksaan BPK.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi Pemeriksa dan
penulis LHP tentang pentingnya pemilihan gaya penulisan yang efektif untuk
menyampaikan temuan pemeriksaan secara jelas dan ringkas. Dalam konteks
pengambilan kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku
kepentingan, termasuk pengambil kebijakan/penyusun panduan di lingkungan
internal BPK RI, untuk meningkatkan kualitas penulisan LHP serta memastikan
temuan pemeriksaan lebih mudah dipahami dan direspons dengan tepat oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan memahami dan mengaplikasikan gaya penulisan yang tepat, LHP
BPK RI diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam penyampaian informasi dan
pesan serta mencapai tujuan penulisan paragraf PSH dan PHL, yaitu untuk
menarik perhatian pengguna laporan atas hal penting/penekanan yang disajikan
dalam LHP.
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